
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR OP- TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF MINIMAL

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan target penerimaan Pendapatan

Asli Daerah khususnya penerimaan sektor Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan {PBB-P2), maka perlu

menetapkan Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penetapan Tarif Minimal Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
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3. Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembahan Keempat

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3569);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik



9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoensia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5950);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010

tentang Badan atau Lembaga Intemasional yang tidak

dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010



17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur (Berita Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015 Nomor 35);

18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 31

Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bolaang

mongondow Timur (Berita Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun Nomor 31 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF MINIMAL

PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN D1

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Pasal 1

Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebesar Rp.

30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai ambang batas bawah.

Pasal 2

Besaran Minimal Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dikenakan kepada wajib pajak yang

penetapan pajaknya kurang dari atau sama dengan Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh

Ribu Rupiah).
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

^da Tanggal / 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ̂

Diundangkan di Tutuyan

Pada Tanggal ^ 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATfeN BOLAANG MO^NGONDOW TIMUR

Ir. Hi. MUHAM^^AD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19590813 198503 1 010

SEHAN KANDJAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019

NOMOR

NO PENGELOLAH PARAF

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur
Mohon untuk

ditandatangani

2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

4. Asisten Bidang Adminlstrasi Umum 1 1
5. Kepala Badan PKPD

6. Kepala Baglan Hukum

7. Sekretaris Badan PKPD I /


